QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

Kasubbag. Perat. Per-UU-an Bagian Hukum dan HAM.-

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 127 huruf d Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu
membentuk sebuah ganun tentang Retribusi Terminal yang
merupakan salah satu sumber dalam peningkatan Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh
Singkil tentang Retribusi Terminal,

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3840);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48,
tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Kasubbag. Perat. Per-UU-an Bagian Hukum dan HAM.-

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844) ;

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Retribusi Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 46343);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993
Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993
Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
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Kasubbag. Perat. Per-UU-an Bagian Hukum dan HAM.-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005
Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005
Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007
Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah Pegelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang
Terminal Transportasi Jalan;

Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 Tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Aceh Nomor 27);



30. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas,Lembaga Teknis Daerah dan
Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas,Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 04);

31. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Keuangan Aceh Singkil ( Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2008 Nomor 163 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI

TERMINAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ganun ini yang dimaksud dengan :

1.

Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Aceh sebagai suatu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggaara
urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten
Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh
Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Bupati Aceh Singkil adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi
yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Singkil selanjutnya disebut
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil ( DPRK)
adalah  unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan

sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur
penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten
Aceh Singkil.

Kasubbag. Perat. Per-UU-an Bagian Hukum dan HAM.- 4
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Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan dan Informatika
Kabupaten Aceh Singkil.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan
untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, naik dan menurunkan
orang dan/atau barang, serta perpindahan roda angkutan.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan
untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Jalur Keberangkatan adalah peralatan didalam terminal penumpang
yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.

Jalur Kedatangan adalah peralatan didalam terminal penumpang yang
disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.

Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di
dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan
melakukan perjalanan.

Tempat Tunggu kendaraan umum adalah peralatan didalam terminal
penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu
dan siap menuju jalur pemberangkatan.

Tempat Istirahat kendaraan adalah peralatan didalam terminal yang
disediakan bagi kendaraan umum untuk beristirahat sementara dan
membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.

Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk
lebih dari 28 orang dengan ukuran dan jarak antara tempat duduk normal
tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan
lebih dari 9 (sembilan) meter.

Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk
16 sampai dengan 27 orang dengan ukuran dan jarak antara tempat
duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang
kendaraan lebih dari 4 sampai dengan 6,5 meter.

Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk 1
sampai dengan 16 orang dengan ukuran dan jarak antara tempat duduk
normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang
kendaraan 4 meter.

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi.

Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi
dan awak kendaraan.

Angkutan antar Kota Antar Provinsi (AKAP) adalah angkutan dari satu
kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui
lebih dari satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum
yang terkait dalam trayek.

Angkutan antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah dari satu kota ke
kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah
Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terkait dalam
trayek.
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Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat lain dalam satu daerah
Kota wilayah Ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum
atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek.

Angkutan Perdesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain
dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota
yang berada pada wilayah Ibukota Kabupaten dengan menggunakan
mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam
trayek.

Angkutan Perbatasan adalah Angkutan Kota atau Angkutan Perdesaan
yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada
Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu Provinsi maupun
lebih dari satu Provinsi.

Wajib Retribusi adalah setiap pribadi atau perorangan dan atau badan
yang memanfaatkan sarana dan prasarana terminal penumpang.

Pembayaran retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus di bayar
oleh wajib retribusi atas pelayanan yang diberikan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan
dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-
undangan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDLB yang
diajukan oleh wajib Retribusi.

Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencatri
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

Kasubbag. Perat. Per-UU-an Bagian Hukum dan HAM.- 6



BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan, penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir
untuk kendaraan penumpang dan bis umum , tempat kegiatan Usaha dan
fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah,
BUMN,BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
pelayanan dan menggunakan fasilitas sarana dan prasarana terminal.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pelayanan
jasa terminal.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
terminal, dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan
pemberian pelayanan seimbang sebagaimana keuntungan yang pantas
diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan
berorientasi pada harga pasar.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya
prasarana, penyusutan, operasional dan pemeliharaan.

Kasubbag. Perat. Per-UU-an Bagian Hukum dan HAM.- 7



(1) Tarif retribusi

diberikan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

digolongkan berdasarkan jenis jasa pelayanan yang

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut, dalam tabel dibawah ini :

Tabel Tarif Retribusi Terminal

JENIS JASA JENIS SARANA DAN PRASARANA TARIE
PELAYANAN YANG DIPERGUNAKAN
1 2 3
Jasa Penyediaan 1. Pemakaian tanah / pelataran |Rp.  1.000,-/M*hari
Tanah dan  terbuka.
Bangunan/Ruang 2. Pemakaian bangunan/ruangan :
a. Kantor Perusahaan Angkutan | Rp. 8.000,-/M%/bulan
dan Kantor Lainnya
b. Warung /  Kantin Rp. 10.000,-/M*/bulan
sejenisnya.
c. Gudang. Rp. 20.000,-/M?/bulan
Jasa Pelayanan 1. Angkutan Kota/Perdesaan :
Fasilitas Parkil 3. Bus Besar. Rp. 3.000,-/sekali masuk
Kedatangan/ b. Bus Sedang. Rp. 2.000,-/sekali masuk
Keberangkatan _ _
Sarana Angkutan. c. Bus Kecil. Rp. 1.500,-/sekali masuk
d. Mobil Penumpang. Rp. 1.000,-/sekali masuk
2. Angkutan Antar Kota :
a. Bus Besar. Rp. 4.000,-/sekali masuk
b. Bus Sedang. Rp. 3.000,-/sekali masuk
c. Bus Kecil. Rp. 2.000,-/sekali masuk
d. Mobil Penumpang Rp. 2.000,-/sekali masuk
Jasa Pelayanan PAS Masuk Terminal :
Masuk  Kawasan 1. Sepeda Motor Rp. 1.000,-/unit/sekali masuk
Terminal. 2. Mobil Penumpang Rp. 2.000,-/unit/sekali masuk
3. Mobil Bus Rp. 3.000,-/unit/sekali masuk
4. Mobil Barang Rp. 4.000,-/unit/sekali masuk
Jasa  Penyediaan 1. Toilet (WC):
Fasilitas a. Buang Air Besar. Rp. 1.000,-/sekali masuk
Penplukung b. Buang Air Kecil. Rp. 1.000,-/sekali masuk
Kegiatan

Penunjang Terminal
Lainnya

Kasubbag. Perat. Per-UU-an Bagian Hukum dan HAM.-




Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah daerah Kabupaten Aceh Singkil.

(1)
(@)

3)
(4)

(1)

(2)

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
Pasal 10
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Tanda bukti pemungutan retribusi dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis , kupon, dan kartu
langganan.

Pemungutan retribusi terminal dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan
dan Informatika yang ditunjuk.

Pasal 11

Penerimaan hasil pemungutan retribusi terminal sebagaimana dimaksud
Pasal 8 Qanun ini, disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Aceh
Singkil dan merupakan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Petugas pelaksana pemungutan retribusi terminal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, dapat diberikan insentif sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VII
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

Tanda bukti pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2)
Qanun ini, lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(1)
(2)
3)

Kasubbag. Perat. Per-UU-an Bagian Hukum dan HAM.-

BAB VIl
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

Pembayaran retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus dan / atau
dilakukan penagihan.

Pembayaran retribusi terminal dilakukan melalui petugas Dinas
Perhubungan dan Informatika yang ditunjuk.

Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain, maka penerimaan retribusi
terminal harus disetor ke Kas Daerah.



BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari
sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi
retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
Pejabat yang ditunjuk.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan melalui Instansi
Teknis/Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil guna
pertimbangan lebih lanjut untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB Xl
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 16

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali jika wajib reribussi melakukan tindak pidana dibidang retribusi
apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika :

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaiman dimaksud pada ayat (2)
huruf a kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan Utang Reribusi secara langsung sebagaimana di maksud pada
ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.
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(5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.

Pasal 17

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat di hapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribhusi
Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat

().

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XllI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIlI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi
yang terutang atau kurang dibayar.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan
Tindak Pidana di bidang Retribusi.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
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c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
dalam huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

J.  Menghentikan Penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidik dan menyagmpaikan hasil penyidikan kepada
Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1998 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang
Retribusi Terminal yang telah ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 23
(1) Tarif Retribusi Terminal ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.

(2) Peninjauan Tarif Retribusi Terminal sebagimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga  perkembangan
perekonomian.

(3) Penetapan Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

-~ gPisghkan di Singkil

tahggal 13 Juii 2012
- B [1 ACEH SINGK!L,g\

Diundangkan di Singkil

paA ) juli 2012

ETARI H KABUPATEN
/5 ACEWMBINGKIL, /
{SEKRETARIAT DAERAHI=A |
\\G‘ '

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012 NOMOR 08.
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